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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan di era globalisasi yang penuh dengan 

teknologi dan informasi secara online menyebabkan banyaknya 

kemajuan-kemajuan di berbagai bidang mengharuskan adanya 

penyesuaikan dengan perkembangan era ini. Selain itu, 

tantangan demi tantangan di era globalisasi terus menerus 

menghantam Negara Indonesia.  Peningkatan akan arus informasi 

dan komunikasi  global  yang  sangat cepat termasuk salah 

satunya. Tantangan selanjutnya yaitu adanya pemberlakuan 

perdagangan bebas dengan persaingan yang ketat, menjadikan 

Negara Indonesia untuk harus memikirkan bagaimana untuk 

meningkatkan  kualitas  produk-produk  industri dan sumber daya 

manusia sebagai produsen produk industri.1 Perkembangan era 

globalisasi dituntut dari sistem yang hanya dapat dilakukan oleh  

pikiran, kekuatan, dan tenaga manusia kini beralih mengarah ke 

sistem globalisasi dan digitalisasi online sehingga banyak 

pekerjaan manusia yang tidak lagi menggunakan manusia 

sebagai dasar kekuatannya namun menjadikan handphone, 

komputer, dan robot sebagai acuan untuk melaksanakan

                                                           
 1 Arif Rohman Hakim dan Jajat Darojat, 2023, “Pendidikan Multikultural Dalam 

Membentuk Karakter Dan Identitas Nasional”, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol. 

8(3), Hlm. 1338-1339 
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beberapa kegiatan-kegiatan di bidang-bidang tertentu ini. Hal ini 

memicu adanya pro dan kontra tentang keberadaannya kemajuan 

di era globalisasi dan digitalisasi ini, keuntungan yang dirasakan 

ini berdampak pada pekerjaan dan kegiatan manusia sehingga 

manusia tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengerjakan 

pekerjaan bidang-bidang tertentu ini berkat adanya bantuan dari 

sistem era globalisasi dan digitalisasi ini, membawa 

kebermanfaat secara maksimal kepada manusia-manusia dan 

kelompok-kelompok manusia ini mendapatkan informasi yang 

cepat, mudah, dan tidak memerlukan biaya yang besar, 

memotong pengeluaran pembiayaan yang besar dan dapat 

dialihkan ke bidang-bidang lainnya, pekerjaannya dapat 

dilakukan dengan lebih efisiensi dan alasan lain sebagainya2.  

 Kerugian yang diperoleh dengan adanya kehadiran 

handphone, komputer, dan robot hasil dari kemajuan era 

globalisasi dan digitalisasi ini menyebabkan terjadinya 

pergeseran budaya luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan 

melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam di dalam 

kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, manusia-

manusia merasa dirugikan karena tidak mendapat pekerjaan-

pekerjaan tertentu tergantikan oleh produk era globalisasi ini 

                                                           
 2 Supriyono, 2019, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan 

Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 

7(2), Hlm. 119. 
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sehingga manusia tidak mendapat pekerjaan yang artinya dapat 

menyengsarakan penghidupan yang layak untuk menyambung 

hidup tersebut melalui gaji yang didapatkan manusia ini. Alasan 

lainnya yang menjadi ketakutan manusia-manusia yang kontra 

atau dirugikan ini ialah bahwa keberadaan handphone, komputer, 

dan robot pada akhirnya digunakan oleh manusia-manusia atau 

kelompok manusia tertentu ini untuk niat yang tidak baik 

sehingga mengubah atau merusak tatanan dan norma yang 

selama ini telah dianut oleh manusia-manusia dan kelompok-

kelompok manusia tertentu yang merasakan dampak pergesaran 

kebudayaan akan kehadirannya serta alasan lainnya.   

 Fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa globalisasi 

telah membentuk hubungan-hubungan penting antar negara, 

bangsa, masyarakat dan kelompok maupun individual baik secara 

informasi, komunikasi, kebijakan, teknologi, transportasi dan 

bidang lainnya yang membuat ketergantungan dan saling 

membutuhkan satu sama lain3. Keberadaan era globalisasi dan 

digitalisasi ini tidak terlepas dari peran-peran tokoh-tokoh dunia 

yang telah berusaha dan mendedikasikan hidupnya demi 

tercapainya kemajuan ilmu pengetahuan dan praktek-praktek 

yang berhubungan dengan era globalisasi dan digitalisasi. Untuk 

                                                           
 3 Tatar Bonar Silitonga, 2020, “Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan 

Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara”, Jurnal Civics: Media 

Kajian Kewarganegaraan, Vol. 17(1), Hlm. 17. 
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menghadapi ancaman dan tantangan dari era globalisasi dan 

digitalisasi tersebut mengalami perkembangan yang begitu cepat 

ini salah satunya menyebabkan manusia-manusia dan kelompok-

kelompok manusia akhirnya dapat bebas menerima dan 

memberikan informasi secara transparansi yang di terima oleh 

masyarakat sehingga tidak hanya membawa dampak baik bagi 

kehidupan manusia di dunia tetapi membawa dampak buruk juga 

bagi kehidupan manusia di dunia sehingga hal tersebut haruslah 

dibatasi kebebasannya dan dikelola dengan sebaik mungkin agar 

tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk masa 

lalu, masa kini dan masa depan yang akan datang.4   

 Negara Indonesia telah berusaha dan berupaya yang 

terbaik untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi ancaman dan 

tantangan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. 

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Negara Indonesia melalui 

pemerintahannya dengan mensosialisasikan tentang keuntungan 

dan kerugian dengan adanya ancaman dan tantangan di era 

globalisasi dan digitalisasi ini yang tentu dapat berdampak besar 

bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kebijakan untuk 

membatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan 

bermasyarakat di Indonesia dengan membatasinya 

                                                           
 4 Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, 2022, “Keterbukaan Informasi Publik 

Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)”, Jurnal Ilmiah 

Wahana Bhakti Praja, Vol. 12(2),  Hlm. 68. 
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mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, membuat produk 

hukum undang-undang. Salah satu dalam mewujudkan 

perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Indonesia yaitu dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)5, 

meminta dukungan dan kewajiban masyarakat bersama 

pemerintah untuk memilah dan membatasi pengaruh-pengaruh 

baik dan buruk dari ancaman dan tantangan era globalisasi dan 

digitalisasi terkhusus mencegah dan membatasi adanya 

pengaruh-pengaruh buruk yang dapat menganggu kehidupan 

bermasyarakat di Indonesia terkhusus untuk generasi-generasi 

yang akan menjadi agen perubahan Negara Indonesia agar 

semakin lebih baik dan dapat bersaing di kancah internasional 

diseluruh bidang. 

 Peran Notaris di dalam laju perkembangan era globalisasi 

dan digitalisasi yakni kewenangannya untuk membuat akta dan 

mensertifikasi akta tersebut secara elektronik. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 5 butir (4) huruf B Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa 

                                                           
 5 Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023, “Ganesha Law Review Ruang 

Lingkup Perlindungan Data Pribadi Kajian Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ganesha 

Law Review, Vol.5(1), Hlm. 43. 
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persyaratan kontrak di dalam bentuk dokumen yang harus sesuai 

dengan bentuk kontrak yang sebenarnya yakni tertulis di undang-

undang serta tertuang dalam bentuk akta Notarill. Kontrak yang 

dibuat tentu harus berlandaskan bukti dan memuat informasi yang 

di dapat dari pihak Notaris, kemudian dijelaskan, dinyatakan, dan 

ditunjukkan kepada Notaris, setelahnya Notaris secara pribadi 

akan membuat akta Notaris secara formil, lahiriah dan material.6 

 Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya”. Dengan kata lain, Notaris merupakan pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik yang diamanahkan 

oleh Pemerintahan Negara Indonesia melalui Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia yang telah dinyatakan memenuhi 

kualifikasi dan syarat untuk dilantik menjadi seorang Notaris.  

 Notaris dipandang tidak sekedar jabatan, tetapi profesi 

notaris bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk 

melayani kepentingan hukum dan menjamin kepastian hukum 

bagi para klien yang memiliki nilai budi luhur serta profesi 

                                                           
 6 Dista Vennesya, Mirna Talita, dan Edith Ratna M.S, 2023, “Peran Notaris 

Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Notarius, Vol.16(2), Hlm. 

875. 
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bermartabat7. Profesi ini juga diwadahi dalam suatu organisasi 

yang disebut dengan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

yang diatur di dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni “Organisasi Notaris 

adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk 

perkumpulan berbadan hukum”. Artinya, Organisasi Ikatan 

Notaris Indonesia selain menghimpun dan mengumpulkan 

anggota-anggota baik Anggota Luar Biasa (Calon Notaris) maupun 

Anggota Notaris (Notaris yang telah dilantik) juga melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya guna untuk 

mengatasi solusi-solusi dari permasalahan hukum yang berkaitan 

dengan Notaris dan memberikan bantuan Notaris kepada Notaris 

yang terkena masalah hukum maupun menghukum Notaris yang 

melanggar Kode Etik Profesi Notaris.  

 Kode Etik Notaris merupakan keseluruhan kaidah moral 

yang ditentukan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

Kode Etik Notaris ini berlaku bagi seluruh anggota Organisasi 

Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi dan ditaati baik yang 

memangku jabatan Notaris maupun Anggota Luar Biasa (Calon 

                                                           
 7 Rifdah Oktavia Wibowo, Aminah, 2023, “Implementasi Peraturan Kode Etik 

Notaris Dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat”, Jurnal Al-Manhaj Hukum dan 

Pranata Sosial Islam, Vol. 5(2),  Hlm. 2146. 
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Notaris) di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari8. Kode Etik 

Profesi Notaris bertujuan memperkuat perlindungan dan 

keberadaan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris yakni gunanya mengikat dan membatasi setiap 

tindakan dan tingkah laku agar tetap bertindak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keberadaan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

dan pengaturan hukum lainnya.  

 Notaris di dalam membuat Akta Notaris memiliki 

kewenangan yang mengikatnya sebagai profesi yakni 

sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, “Akta Notaris atau 

disebut juga Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di 

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan.9 

Cikal bakal Notaris membuat akta tercantum di dalam 

kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

                                                           
 8 Pratiwi Ayunigtyas, 2020, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode 

Etik”, Jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9(2), Hlm. 98. 

 9 Op. Cit., Dista Vennesya, Mirna Talita, dan Edith Ratna M.S, Hlm. 875. 
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Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris  

memiliki kewenangan secara umum, kewenangan secara khusus 

dan kewenangan yang akan ditentukan dikemudian hari yaitu 

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta 

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau 

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.10  

 Notaris juga mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di 

bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana 

ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, 

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat yang 

berpadasangkutan, memberikan penyuluhan hukum sehubungan 

dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan 

pertanahan, atau membuat Akta risalah lelang”. 

                                                           
 10 Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, 2020, “Eksistensi 

Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan”, Jurnal Notarius, 

Vol.13(1), Hlm. 182-183. 
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 Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi 

ancaman dan tantangan era globalisasi dan digitalisasi agar 

kemudahan bagi  Notaris dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangan membuat akta-akta elektronik terkait kegiatan 

transaksi elektronik secara online yakni dengan kemunculan 

Cyber Notary. Cyber Notary merupakan metode-metode dan 

langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam 

menggunakan kemajuan teknologi di dalam menjalankan 

profesi11.  Cyber notary ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

terkhusus di dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu “yang 

dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi 

transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), 

membuat Akta Ikrarwakaf, dan Hipotek Pesawat Terbang”.  

 Keberadaan Cyber Notary kembali muncul menggeser 

keberadaan Transaksi berbasis elektronik, sehingga sistem yang 

pada awalnya dianut oleh masyarakat luas yakni sistem 

                                                           
 11 Simon Reinaldo Marlin dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022, “Pentingnya 

Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di 

Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 6(3), Hlm. 10174. 
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konvensional hampir secara masif menguasai seluruh bidang 

memaksakan sistem tersebut harus bergeser kepada sistem 

elektronik. Keadaan ini menjadikan Notaris sebagai profesi yang 

membuat akta memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

pemberian pengesahan, legalitas, atau bukti hukum dari 

berbagai transaksi tersebut12. Cyber Notary merupakan metode 

atau cara seorang Notaris bekerja dalam memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang ada. Edmon Makarim memaknai 

Cyber Notary merupakan peran bagi Notaris dalam transaksi 

Elektronik dengan Cyberspace (ruang siber). Istilah Cyber Notary 

juga diperkenalkan oleh American Bar Association yang 

mengartikannya sebagai Notaris yang mempunyai kemampuan 

dibidang komputer dan hukum”.13  

 Akta Jaminan Fidusia (Jaminan Kebendaan) menjadi salah 

satu bagian dari kewajiban dan kewenangan dari seorang Notaris 

dalam pelaksanaan hukum mengenai sertifikasi transaksi 

elektronik (Cyber Notary) dalam menjalankan profesinya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan 

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 

                                                           
 12 Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, Cyber Notary Realita dan Idealita, 

Palembang, Unsri Press, Hlm. 24-25. 

 13 Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam 

Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9(2), Hlm. 

260-261. 
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benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda”. Artinya, kepemilikan barang (objek 

jaminan fidusia) atas seseorang (Pemberi Fidusia) dialihkan 

kepada pihak lain (Penerima Fidusia) dengan kepercayaan penuh 

guna untuk mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk 

keperluan kebutuhan pemberi fidusia, tetapi penguasaan objek 

jaminan fidusia hanya sebatas sebagai agunan jaminan bukan 

menjadi hak kepemilikan sampai pemberi kuasa akhirnya dapat 

melunasi kembali objek jaminan fidusia tersebut. Penerima 

Fidusia dapat melelang objek jaminan fidusia tersebut apabila 

Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi dan ketidakmampuan 

untuk melunasi pembayaran yang telah disepakati di dalam 

Jaminan Fidusia. Namun, dengan catatan bahwasannya dapat 

dibuktikan dan kesepakatan kedua belah pihak antara Pemberi 

Fidusia dan Penerima Fidusia sebagaimana tertuang di dalam 

Akta Jaminan Fidusia.14 

 Jaminan Fidusia sendiri mengandung pengertian yang 

diatur di dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999  Tentang Jaminan Fidusia, yaitu “Hak Jaminan atas benda 

bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

                                                           
 14 Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, 2021, “Cidera Janji 

(Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia”, Jurnal Al-Wasath, Vol. 2(2), Hlm. 83. 
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tanggungan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. 

Jaminan Fidusia (Jaminan Kebendaan) bersifat kebendaan yaitu 

adanya benda tertentu yang dijadikan sebagai jaminan (Zakelijk). 

Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang akan dijadikan 

jaminan tetapi haruslah merupakan milik dari pihak yang 

memberikan jaminan kebendaan tersebut15.  

 Seiring perkembangan zaman, pengaturan hukum tentang 

Fidusia terus mengalami perubahan-perubahan yang 

mengharuskan pemberi dan penerima fidusia beralih ke sistem 

perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk elektronik online guna 

untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 

merupakan langkah hukum yang tepat guna memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

membuat perjanjian jaminan Fidusia secara elektronik. Untuk 

                                                           
 15 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada,  Hlm. 80. 
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menjamin tidak adanya tindakan pelanggaran dalam hukum 

terkait perjanjian hukum yang dibuat dalam bentuk fidusia, selain 

perjanjian hukum juga diperkuat dengan kehadiran Sertifikat 

Jaminan Fidusia sebagai perlindungan bagi penerima Fidusia 

yang dirasa di dalam berbagai kasus sering terjadinya tindakan 

pelanggaran hukum yang membuat Penerima Fidusia selalu 

merasa dirugikan oleh Pemberi Fidusia dikarenakan sulit 

menghadapi pemberi fidusia yang tidak patuh dengan isi 

perjanjian fidusia yang dibuat dikarenakan melakukan 

wanprestasi atau melanggar isi perjanjian fidusia.  

 Keberadaan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia diperkuat 

dengan adanya sejak pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia 

secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salah satu bukti 

atas adanya perjanjian jaminan fidusia yang digunakan sebagai 

perlindungan hukum berupa hak bagi penerima fidusia yang 

didapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tempat diajukannya permohonan pendaftaran jaminan 

fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dipakai apabila 

terjadi wanprestasi oleh Pemberi Fidusia sebagai Debitur maka 
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dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut16. Berdasarkan 

Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia 

merupakan salinan Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan 

tentang hal-hal yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 

ayat (2)” yaitu memuat : 

a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat 

kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia; 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; 

d. uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan 

Fidusia 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.” 

 

 Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Pejabat 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan diberikan kepada Pemohon di 

dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia 

dalam hal ini tidak hanya memuat tentang isi perjanjian jaminan 

fidusia saja tetapi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap karena tertulis kata-kata di dalam Sertifikat 

Jaminan Fidusia yakni “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat 

berguna apabila Pemberi Fidusia (Debitor) cidera janji, Penerima 

                                                           
 16 Akhmad Yasin, 2020, “Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor 

yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jurnal Konstitusi, 

Vol. 17(4), Hlm. 838. 
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Fidusia mempunyai Jaminan Fidusia di Indonesia yang 

mempunyai hak untuk dapat menjual benda yang menjadi Objek 

Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui lelang”17. 

Menurut Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, menyatakan bahwa 

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai alat eksekutorial yang sama 

tingkatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap, dapat digunakan untuk 

mengeksekusi terhadap benda yang menjadi Jaminan Fidusia 

apabila Pemberi Fidusia cidera janji, dengan melakukan cara, 

yaitu:  

a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, 

karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum kata-

kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”,  

b. Penjualan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaan Penerima Fidusia itu sendiri dapat dilakukan 

melalui pelelangan umum. 

c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan 

diumumkan melalui dua surat kabar harian yang 

                                                           
 17 Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung 

Laksmi Dewi, 2021, “Parate Eksekusi Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)”, 

Bandung, CV. Mandar Maju,  Hlm. 102. 
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beredar didaerah tempat bersangkutan melakukan 

perjanjian jaminan fidusia.18 

 Para pihak yang dapat dikatakan sebagai pemohon yang 

mengajukan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang 

didaftarkan secara elektronik diatur di dalam Pasal 1 Butir 5 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 

2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan 

Penghapusan Jaminan Fidusia,  bahwa “Pemohon adalah 

Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya”. Artinya, para pihak 

yang dapat dikatakan sebagai Pemohon dapat melakukan 

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memperoleh 

kepastian hukum di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain 

itu, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia dalam hal ini ialah orang 

perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang 

pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”, Kuasa dalam 

hal ini adalah seseorang yang mendapat kuasa khusus dari 

penerima fidusia dalam rangka untuk mewakili kepentingannya 

dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia yakni 

Notaris. Wakil dalam hal ini merupakan orang secara hukum 

                                                           
 18 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit., Hlm. 81 
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dianggap mewakili Penerima Jaminan Fidusia dalam penerimaan 

Jaminan Fidusia.19   

 Pemohon di dalam pengajuan permohonan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia  atau kuasa 

yakni Notaris atau Wakil. Di dalam dunia kerja Notaris, 

bahwasannya di ketahui penerima fidusia sebagai Pihak pemohon 

di dalam permohonan pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

secara elektronik selalu memberikan kuasanya kepada Notaris 

sebagai pemohon yang dapat membuat permohonan pengajuan 

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektonik yang berdasarkan 

pada pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 1 Butir (5) Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. 

Artinya, bahwa Notaris melakukan tindakan hukum dan perbuatan 

hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yang 

mengikatnya dan menjadi salah satu bentuk pelayanan hukum 

sebagai Notaris terhadap klien (Penerima Fidusia) untuk 

memenuhi kebutuhannya 20. 

  

                                                           
 19 Richard Lalo, 2019, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik (Online)”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1(9), Hlm. 125. 

 20 Ibid., Hlm. 125. 
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 Penerima Fidusia dalam melaksanakan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia Secara Elektronik diakui haknya sebagai 

pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, 

Penerima Fidusia sebagai pemohon dapat melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik langsung tanpa 

Notaris sebagai Penerima Kuasa untuk mendaftarkan jaminan 

fidusia secara elektronik yang tentunya ini berdampak pada 

perlindungan hukum dan kepastian hukum yang mengikat 

sebagaimana dari amanah Undang-Undang Jaminan Fidusia dan 

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada 

prakteknya, di dalam pelaksanaan hukum jaminan fidusia 

tersebut pada dasarnya telah ada fasilitas aplikasi Fidusia Online 

untuk Penerima Fidusia dapat mendaftarkan Jamainan Fidusia 

Secara Elektronik oleh Penerima Fidusia sebagai pemohon secara 

mandiri. Di ketahui bahwasannya penggunaan aplikasi fidusia 

online oleh Penerima Fidusia masih belum digunakan oleh 

masyarakat sebagai penerima fidusia sehingga yang terjadi 

bahwasannya penerima fidusia dalam melakukan perbuatan 

hukum nya lebih memilih untuk memberikan kuasa kepada 

Notaris daripada mendaftarkan sendiri jaminan fidusia secara 

elektronik sehingga yang dilihat bahwasannya hal tersebut 

terlihat menjadi sebuah kewajiban yang mengharuskan Penerima 

Fidusia di dalam tindakan hukum pendaftaran jaminan fidusia 



 

20 

 

secara elektronik melalui Notaris sebagai Penerima Kuasa. Oleh 

sebab itu, hal ini memunculkan berbagai permasalahan hukum 

yakni apakah telah sesuai pelaksanaan terhadap aturan hukum 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan praktek 

hukum di lapangannya yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan apakah selama dalam pelaksanaan 

pendaftaran Jaminan Fidusia Secara elektronik tersebut Penerima 

Fidusia mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan 

mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik sehingga 

Penerima Fidusia sebagai pemohon lebih memilih Notaris 

sebagai penerima kuasa dari penerima fidusia untuk 

mendaftarkan Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

 Penelitian tesis ini juga melakukan penelitian wawancara 

sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis penulis pada 

penelitian tesis yang ditulis yakni dilakukannya penelitian 

wawancara yakni narasumber dari pihak Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, 

Perusahaan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Palembang 

Veteran, dan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur 

Mas Palembang. 

 Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis dan 

memperkaya pembahasan di dalam penelitian mengenai 

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh 



 

21 

 

Penerima Fidusia dan Hukum Jaminan Fidusia, serta 

membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.21 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas secara ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul 

“Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia”. 

  

                                                           
 21 Firdaus Jeka, dkk, 2023, “Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, 

State Of The Art, dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty)”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 

Vol.7(3), Hlm. 26469. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

ada beberapa permasalahan yang akan menjadi topik 

pembahasan di dalam tesis ini, yaitu : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Terhadap Aturan Hukum Pendaftaran 

Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia? 

2. Bagaimana Kendala Dalam Penerapan Hukum Atas 

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 

Oleh Penerima Fidusia? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

 Adapun Tujuan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Terhadap Aturan Hukum 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh 

Penerima Fidusia 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kendala Dalam 

Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia  
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2. Manfaat 

 Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini 

adalah : 

a. Secara Teoretik 

Hasil penelitian ini tentu diharapkan agar di kemudian 

hari menjadi dapat memberikan dan membantu 

sumbangsih pemikiran ilmiah hukum secara umum dan 

hukum perdata secara khusus terkait dalam bidang 

Fidusia 

b. Secara Praktik 

a. Penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih atas pengembangan serta memperluas 

wawasan berpikir di dalam menganalisis suatu 

permasalahan. Selain itu juga, tentu penulis dapat 

memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang 

dibutuhkan dalam meraih gelar Magister Kenotariatan. 

b. Ditujukan kepada masyarakat, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas 

informasi dan pemahaman mengenai Penerapan 

Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik 

Oleh Penerima Fidusia sebagai pihak serta pemohon 

guna edukasi yang luas bagi masyarakat umum 

menurut Undang-Undang yang berlaku. 
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c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas bahan 

informasi, referensi, serta pengembangan dan 

wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

keberlangsungan hidup yang terjadi dimasyarakat 

agar dapat dijadikan kerangka acuan dan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan 

dan produk-produk hukum, serta menjadi petunjuk 

atau pemahaman bagi Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia guna untuk melaksanakan kebijakan 

hukum dan produk hukum yang menguntungkan bagi 

masyarakat luas di dalam kehidupan bernegara, 

berbangsa dan beragama. 

D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

 Grand Theory yang akan digunakan pada penulisan 

ini adalah Teori Kepastian Hukum. Pengertian Kepastian 

Hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa 

terdapat 2 (dua) macam mengenai pengertian hukum 

tersebut, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian 

hukum dalam dan/atau dari hukum itu sendiri. Hukum dapat 

dikatakan berguna dimasyarakat apabila hukum tersebut 

berhasil dalam menjamin banyak kepastian hukum di 
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masyarakat. Kepastian Hukum memberikan tugas hukum 

yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus 

berguna. Kepastian Hukum dalam dan/atau dari hukum 

dapat tercapai bila hukum itu sebanyak-banyaknya di 

dalam peraturan perundang-undangan.22 

 Menurut Gustav Radbruch, Kepastian Hukum 

memiliki 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna 

kepastian hukum, yakni : 

a. Hukum tersebut positif, artinya bahwa hukum positif 

merupakan perundang-undangan. 

b. Hukum harus didasarkan pada fakta-fakta, artinya bahwa 

didasarkan pada kenyataan  

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping 

harus mudah dilaksanakan 

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, artinya bahwa 

peraturan-peraturan hukum tersebut harus 

berlandaskan kepada penyusunan-penyusunan dan 

kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati.23 

                                                           
 22 Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, “Problematik Definisi Harta 

Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU”, 

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6(2), Hlm. 133. 

 23 Budi Astuti, dan M. Rusdi Daud, 2023, “Kepastian Hukum Pengaturan 

Transportasi Online”, Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 6(2), Hlm. 219. 
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 Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya 

dilakukannya pengaturan hukum dalam peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek-

aspek yuridis yang terkandung di dalamnya terdapat 

penjaminan atas adanya kepastian hukum yang berarti 

hukum berfungsi sebagai suatu sarana peraturan yang 

gunanya untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di 

dalam kehidupan bermasyarakat.24 

 Pelaksanaan di dalam membuat perjanjian-

perjanjian Jaminan Fidusia dan  Akta Jaminan Fidusia perlu 

memiliki kepastian hukum di dalamnya karena agar 

terhindar dari tindakan dan perbuatan hukum yang 

menyimpang yang dapat merugikan para pihak di dalam 

pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah disepakati. 

Apabila tidak memiliki kepastian hukum tentu para pihak 

sebagai subjek hukum tidak mendapatkan hak dan 

menjalankan kewenangannya karena tidak memiliki 

kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjamin 

para pihak sebagai subjek hukum.  

                                                           
 24 Chintya Devi, 2021, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”, Jurnal Yustisia 

Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir, Vol 1(1) Hlm. 20. 
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 Notaris merupakan kuasa dari Penerima Fidusia 

sebagai pihak pemohon dalam Pengajuan Perdaftaran 

Jaminan Fidusia memerlukan kepastian hukum guna 

menjamin dan melindungi para pihak dalam pelaksanaan 

wewenang hukumnya dari awal pelaksanaan permohonan 

Pendaftaran Jaminan Fidusia hingga dikeluarkannya 

sertifikat jaminan fidusia tersebut. Bila adanya pemahaman 

dan pengetahuan mengenai kepastian hukum atas 

perbuatan hukum yang akan dibuat tentu membuat para 

pihak memahami perannya di dalam pelaksanaan 

wewenangnya sehingga menghindari Penerima Fidusia 

berbuat ketidakpatuhan dan kesalahan yang berujung 

pada perbuatan pelanggaran hukum yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal ini tentu berdampak besar kedepan atas 

pertanggungjawaban yang telah dilakukan dan 

konsekuensi dari akibat hukum yang diterima yang 

mungkin saja dapat membuat para pihak ini menerima 

hukuman penjara atau sanksi yang memberatkan karena 

telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan 

pihak-pihak yang dirugikan. 
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2. Middle Range Theory 

 Middle Range Theory yang akan digunakan ialah 

Teori Kewenangan Hukum. Kewenangan atau wewenang 

hukum diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk 

memerintah atau melakukan tindakan, hak atau kekuasaan 

para pejabat publik guna mematuhi aturan hukum dalam 

lingkup melaksanakan kewajiban publik yang berdasar 

pada ketentuan hukum yang berlaku. 

 Menurut H.D Stout menyatakan bahwa Wewenang 

merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi 

pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan 

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum 

publik di dalam hubungan hukum di muka publik.25 

 Setiap penggunaan wewenang pemerintahan 

(tindak pemerintahan) dengan demikian disyaratkan yang 

harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan) 

yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-

undangan hukum yang berlaku. Wewenang hukum dapat 

diperoleh melalui cara-cara seperti Atribusi, Delegasi, dan 

Mandat, yaitu: 

                                                           
 25 Sri Nur Hari Susanto, 2020,  “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang 

Pemerintahan”, Jurnal Administrative Law & Governance Journal, Vol.3(3), Hlm. 430-431. 
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a. Atribusi 

Atribusi berasal dari bahasa latin yakni 

berupa kata “ad tribuere” yang artinya 

“memberikan kepada”. Atribusi dapat diartikan 

sebagai wewenang yang diberikan atau 

ditetapkan untuk jabatan tertentu. Jabatan yang 

dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) memperoleh atribusi wewenang dari UUD 

NRI Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris menyatakan seseorang yang 

dilantik dan menjabat profesi sebagai Notaris 

oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia  salah satunya kewenangan 

Notaris dalam membuat akta otentik.  

Atribusi adalah wewenang untuk membuat 

keputusan (Besluit) yang langsung bersumber 

pada Undang-Undang dalam arti Materill. Selain 

itu, Atribusi juga merupakan cara untuk 

wewenang tertentu dan pemberiannya kepada 
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organ-organ tertentu berdasarkan Undang-

Undang. 

b. Delegasi 

Delegasi sendiri berasal dari bahasa latin 

Delegare yang artinya melimpahkan. Delegasi 

merupakan pelimpahan wewenang untuk 

membuat keputusan (besluit) oleh Pejabat 

Pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang 

yang dilimpahkan tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak lainnya. Pelimpahan Pemberi 

Delegasi disebut Delegans dan Penerima 

Delegasi disebut Delegataris26. Delegasi juga 

diartikan sebagai  pelimpahan wewenang 

pemerintahan dari satu organ pemerintahan 

kepada organ pemerintahan lainnya27. Sifat 

Wewenang Delegasi di dalam pelimpahannya 

dari sumber dan Wewenang Atribusi sehingga 

tanpa adanya Wewenang Atribusi maka tidak 

akan ada Wewenang Delegasi. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwasannya Wewenang Delegasi 

dapat ditarik kembali oleh pemberi kewenangan 

                                                           
 26 Ibid, Hlm. 434. 

 27 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 

Hlm. 102. 
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(delegans), apabila adanya tindakan 

penyelewengan dan bertentangan dengan 

konsep dasar pelimpahan Wewenang 

Delegasi.28 

c. Mandat 

Mandat berasal dari bahasa latin Mandare 

yang artinya memerintahkan. Konsep di dalam 

Mandat dimaknai sebagai penugasan29. Sebagai 

contoh Presiden sebagai mandataris Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dimaknai Presiden 

bertanggung jawab kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat bertanggung jawab 

kepada rakyat yang berdaulat. Menurut Philipus 

M. Hadjon dkk, menyatakan bahwa Mandat 

merupakan kewenangan yang diberikan suatu 

Organ Pemerintahan kepada organ lain untuk 

atas namanya membuat keputusan (besluit)30. 

 Notaris sebagai pelaksana atribusi yang bersumber 

pada Undang-Undang dalam melakukan tindakan hukum 

                                                           
 28 Nomensen Sinamo, 2016, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Jala Permata 

Aksara Jakarta,  Hlm. 106. 
 29   Sri Nur Hari Susanto, Op. Cit. Hlm. 436. 

 30   Nomensen Sinamo, 2016, Op. Cit. Hlm. 107. 
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dan perbuatan hukumnya berdasarkan pada kewenangan 

yang diberikan kepadanya yang bersumber pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. menurut 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pemegang 

kewenangan tentu memiliki batasan-batasan dalam 

kewenangan selama menjalani profesi, yakni: 

a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pemegang 

kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan undang-

undang 

b. Sepanjang hal menyangkut akta yang harus dibuat atau 

kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat 

sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku 

atau dikehendaki oleh para pihak di dalam akta. 

c. Sepanjang hal tersebut mengenai subjek hukum untuk 

kepenitngan siapa akta tersebut dibuat.31 

  

                                                           
 31 Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, 2022, 

“Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat 

Bukti Autentik”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10(5), Hlm. 1209. 
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3. Applied Theory 

 Applied Theory yang akan digunakan pada penulisan 

ini adalah Teori Penerapan Hukum Hukum Dan Teori 

Tanggung Jawab Hukum. Penerapan Hukum merupakan 

pelaksanaan dari hukum itu sendiri yakni tujuan dari 

diciptakannya adalah pelaksanaan hukum tersebut. 

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menyatakan, 

bahwa Penerapan Hukum adalah proses kelanjutan dari 

suatu pembentukan hukum yang meliputi lembaga, 

aparatur, saran dan prosedur penerapan hukum tersebut32. 

J.F Glastra Van Loon lebih lanjut menjelaskan bahwa 

Fungsi dan Penerapan Hukum di masyarakat, yakni : 

a. Menertibkan masyarakat serta pengaturan 

pergaulan hidup; 

b. Sebagai penyelesaian atas pertikaian-pertikaian; 

c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib serta 

aturan-aturan bila perlu dengan memelihara dan 

mempertahankan hak-hak tersebut; 

d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam 

rangka penyesuaian dengan dinamika kebutuhan 

kehidupan bermasyarakat; 

                                                           
 32 Ishaq, 2016, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 223 
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e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum 

dengan cara mewujudkan fungsi-fungsi di atas.33  

Tanggung Jawab Hukum dalam Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik diatur di dalam Undang-Undang 

Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia di dalam pelaksanaan 

hukumnya diwajibkan dapat mempertanggungjawabkan 

segala rangkaian proses dan tindakan perbuatan hukum 

yang timbul selama proses pelaksanaan permohonan 

Pendaftaran Jaminan Fidusia hingga dikeluarkannya 

sertikat tersebut. 

 Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab 

hukum merupakan seseorang yang dapat dikatakan 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan dan 

tindakan tertentu atau bahwa orang tersebut dibebani oleh 

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa seseorang 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan 

yang bertentangan. Setelahnya, Hans Kelsen membagi 

tanggung jawab kedalam beberapa hal yang terdiri dari : 

1. Tanggung jawab secara individu yakni seseorang yang 

dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya sendiri; 

                                                           
 33  Satjipto Rahardjo, 2009, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 

Bandung, Sinar Baru, Hlm. 15. 
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2. Tanggung jawab secara kolektif yaitu bahwa seseorang 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh orang lainnya. 

3. Tanggung jawab yang berdasarkan pada kesalahan, 

yakni berarti seseorang tersebut bertanggung jawab 

atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan 

diperkirakan bertujuan menimbulkan kerugian; 

4. Tanggung jawab mutlak yakni bahwa seseorang 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya dengan tidak sengaja dan diperkirakan 

bertujuan menimbulkan kerugian.34 

E. Kerangka Konseptual 

1. Penerapan Hukum 

  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

“Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, 

pemanfaatan”. Artinya bahwa Penerapan merupakan proses 

atau cara atas suatu kegiatan dalam rangka untuk menyalurkan 

kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan itu dapat 

menghasilkan tujuan yang diharapkan. Penerapan Hukum 

                                                           
 34 Alya Putri Kinanti dan Arief Suyono, 2022, “Analisis Tanggung Jawab Kurator 

Secara Pribadi dan Jabatan”, Jurnal Privat Law, Vol. 10(2), Hlm. 172-173. 
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merupakan menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak 

sifatnya pada peristiwa.35 

  Penerapan Hukum dapat diartikan sebagai proses 

atau cara untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan 

suatu hukum yang berarti sebagaimana hukum diciptakan 

untuk menempuh tujuan dari hasil yang diharapkan terkait 

cita-cita hukum tersebut.36  

2. Jaminan Fidusia 

  Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan 

bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari 

suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi 

para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Jaminan Fidusia 

kebendaan merupakan hak yang mutlak atas suatu benda 

tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat 

diuangkan guna pelunasan atau pembayaran utang apabila 

debitor melakukan cidera janji (wanprestasi)37.  

                                                           
 35 Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 

Yogyakarta, Liberty, Hlm. 36. 

 36 Angraini Iren Mabiang, Yumi Simbala, dan Kathleen Pontoh, 2022, 

“Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin COVID-19 Oleh 

Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia” Jurnal Lex Privatum, Vol. 10(2), Hlm. 5. 

 37 Evie Christy, Wilsen, dan Dewi Rumaisa, 2020, “Kepastian Hukum Hak 

Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan”, Jurnal Kanun Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 22(2),  Hlm. 326. 
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3. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 

  Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 

pertama kali muncul berdasarkan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik jo Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. 

AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem 

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

Peralihan dari Pendaftaran Fidusia Secara Konvensional 

menjadi Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik merupakan 

kemajuan di bidang hukum karena meningkatnya efektivitas 

dalam membaur di dalam era globalisasi dan tentu 

keberadaan elektronik membuat masyarakat terkhusus para 

pihak dalam hal ini Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia 

lebih mudah mengakses, melakukan pengawasan, dan  

memantau serta melihat data-data perjanjian-perjanjian 

hukum terkhusus Perjanjian Jaminan Fidusia yang pernah 

dibuat tanpa takut harus kehilangan data tersebut karena 

tersusun dan tersimpan rapi disuatu alat elektronik.  

4. Sertifikat Jaminan Fidusia 

  Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan Buku 

Daftar Fidusia bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi 

Pihak Penerima Fidusia apabila Pemberi Fidusia mencederai 
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isi perjanjian. Maka, Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap yang berarti dengan 

adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia dapat 

menjual Objek Jaminan Fidusia melalui Pelelangan Umum 

sebagai upah ganti atas hutang yang tidak dibayarkan oleh 

Pemberi Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum di dalam 

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia 

  Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Pejabat 

Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia setelah melakukan Pendaftaran Fidusia secara 

elektronik yang akan diberikan kepada Pemohon yakni 

Penerima Fidusia yang dikuasakan kepada Notaris Dalam 

Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik berdasarkan Pasal 1 Butir 5 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan 

Penghapusan Jaminan Fidusia,  bahwa “Pemohon adalah 

Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya”. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Jenis Penelitian yang akan digunakan pada 

Penelitian Tesis kali ini adalah jenis Penelitian Normatif. 

Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian yang menguji 

suatu norma hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di 

masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder38.   

2. Pendekatan Penelitian  

  Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian tesis 

kali ini, yaitu : 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan Perundang-undangan atau dikenal 

pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan ini didasari 

dengan dilakukan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan biasanya 

digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan 

yang di dalam normanya masih terdapat kekurangan atau 

malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik 

                                                           
 38 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan 

Artikel, Yogyakarta, Mirra Buana Media Hlm. 42. 
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secara tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di 

lapangan.39 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 Pendekatan konsepual merupakan jenis pendekatan 

yang penelitian hukumnya memberikan sudut pandang 

analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian 

hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang 

melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-

nilai yang terkandung di dalam pernormaan suatu 

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang 

digunakan. Pandangan dan doktrin di dalam pendekatan 

ini di dalam perkembangan hukum yang sedang terjadi 

akan membantu memperjelas ide-ide dengan memberikan 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun 

asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi.40  

  

                                                           
 39 Ibid, Hlm. 133-134. 

 40 Ibid, Hlm. 147-148. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

  Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang akan dipilih di 

dalam penelitian tesis ini, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum 

mengikat yang meliputi norma atau kaidah dasar, 

peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak 

terkodifikasi, yurisprudensi, traktat yang dapat dijadikan 

objek bahan hukum di dalam penelitian, yaitu: 

1. Pancasila 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia 

8. Wawancara dari Narasumber Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera 

Selatan, Perusahaan Astra Credit Companies Cabang 

Palembang Veteran, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Catur Mas Palembang. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

yang memuat rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

c.   Bahan Hukum Tersier 

  Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang 

memuat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang 

berkaitan langsung dengan penelitian ini.41 

  

                                                           
 41 Soerjono Soekanto, 2018, Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers, 

Hlm. 12-13.   
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan 

untuk penelitian tesis, yaitu dengan menggunakan metode 

Dokumentasi, Studi Kepustakaan dan Wawancara. Studi 

Kepustakaan digunakan bertujuan untuk mempelajari dan 

menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum dari data 

sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian yang 

berasal dari berbagai macam buku baik yang berasal dari 

koleksi pribadi maupun koleksi perpustakaan, peraturan 

perundang-undangan, hasil penelitian hukum yang ilmiah 

serta jurnal hukum serta doktrin-doktrin hukum yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan cara 

melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan 

melakukan penelusuran dengan teknologi-teknologi 

elektronik seperti internet melalui smartphone dan komputer 

yang dioperasikan yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang dihadapi42.  

  Wawancara adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan secara lisan guna untuk menjawab 

persoalan-persoalan hukum yang dijadikan isu hukum di 

dalam penelitian hukum. Berdasarkan hal di atas bahwasannya 

                                                           
 42 Ayu Ningsih, Faisal, Adwani, 2019, “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator 

Sengketa Kenotariatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13(2), Hlm. 7. 
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pelaksanaan wawancara akan dilakukan dengan narasumber 

yakni Ibu Yenni, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pelayanan 

Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Harits 

selaku Area Litigation Officer Area Sumatera Bagian Selatan 

Astra Credit Companies (ACC) Cabang Palembang Veteran, 

dan Ibu Dewi Durgandini selaku Administrasi Kredit & Legal 

Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas 

Palembang.  

  Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data 

pendukung yang kemudian data tersebut di analisis secara 

sistematis sehingga dapat menjawab isu hukum di dalam 

penelitian.43 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Teknik Analisis Bahan Hukum pada penelitian tesis 

kali ini menggunakan metode Analisis Kualitatif. Penelitian 

Kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang sifatnya 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini 

bertujuan agar dapat menggambarkan secara sistematika 

fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, 

dokumenter, dan wawancara sehingga di perjelas dalam 

                                                           
 43 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 

95. 
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gambaran hasil penelitian.44 Menurut Geijsel dan Van Hoecke, 

menyatakan bahwa Analisis Data Kualitatif dilakukan dengan 

metode tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), 

penjelasan (eksplikatif), dan pembaharuan (cara preskriptif 

atau normatif).45 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

  Teknik Penarikan Kesimpulan yang akan digunakan 

di dalam penelitian tesis, yaitu dengan menggunakan metode 

Penarikan Kesimpulan Deduktif. Penarikan Kesimpulan 

Deduktif merupakan proses berpikir untuk memahami 

pengetahuan dan pengalaman prinsip yang umum menuju 

guna  memperoleh kesimpulan sesuatu yang khusus atau 

spesifik yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.46 

  

                                                           
 44 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm. 183. 

 45 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-

Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, 

Hlm. 147-148. 

 46 Ahmad Fadillah, 2019, “Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis 

Siswa”, Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM), Vol. 3(1), Hlm. 17. 
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